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PAITITYA [I8GARA URUSAN CONJELENGGARAAN PERAJAAN

HART-HARY NASIONAL DAN PSHERIMAAN XEPALA NEGARA/

PUELIBRINTAIL ASING.

PRESIDEN ReEC°USLIK INDONESIA,

Meniwmbang : a. baibwa untull seanjelengaraan Perajaan lari-ilari Nasional dan

Peneriaanan Kepala Hegara/Pemerintah Asing perlu dibentuk se-

buan Panityae Negara janyg bersifat tetap

b. bahwa bernubuanz dengan itu, peilu merobah susunan Panitya Ne-
sara Urusan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing jang
dibentul dengan Keputusan Presiden Fo. 136 Tahun 1965 dan su-
sunan Panitya Negara Penjelenggaraan Perajoan Hari-Hari Nasi-

onal jany dibentult dengan Keputusan Presiden No. 225 Tahun 1965,

Mengingat : 1. Pasal 4 ajot (1) Undang=Undang Dasar 1945
2. Ketetanan Madjelis Permisjawaratan Rakjat Sementara No, XLIV/
MPRS/19G3G.

MBEIIIUTUS KADN:

Dengzan mentjabut Keputusan Presiden Republiic Indonesia No. 136

3
Tahun 19065 dan No. 225 Taliun 1965,

Mot =
Menetapkan :
PEUTALA : Mewmbentuli Panitya Hezara Urusan Penjelenggarzan Perajaan llari-Ha-

ri Nasional dan Peneriucan Xepala Negara/Pemerintah Asing jang

bersifat tetap dengan susunan anggautanja sebagai berikut @

1. SEIRTVAVLIS [HuGARA - SEBAGAT ZUTUA MEUANGKAP ANGGAUTA

2, GU3ZLHUR IDI/DCI DJAYA - SEJAGATI WALIL KETUA T LIBRANGKAPD
ANGGAUTA

Ge PAGNGDAL V/DJIAYA - SIE3AGAT WAXIL KETUA II MERAIGKAP
ANGGAUTA ;

4, ANGGAUALN DIPATE — SUBAGATY ANGGAUTA

5. DIRDJIBIN PLHISTANGAIT DALANY/ = SJSUaGAaTI ANGGAUTA

i T e T o TY SR 2P A Y AT T 50
uU.‘l.A NGl DBPANYELIGLH

6. UAS [IAILIAMN/DREOUTY ANKAM  ~— SEJAGAI ANGGAUTA

7. PAIGDALAR III
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7. PANGDANMAR III ~ SEBAGAI ANGGAUTA

8. PANGEKOWILU V ~ SEBAGAI ANGGAUTA

9. PANGDAK VII/DJAYA —~ SEBAGAY ANGGAUTA

10, SEKDJEN DEPARTELIEN ~ SEBAGAI ANGGAUTA .
LUAR NEGERI.

11, SEKRETARIS LADINET — SEBAGAI ANGGAUTA

12, SEURETARIS LILITER — SEBAGAI ANGGAUTA

13, SEKRETARIS KEPRESI- -~ SEBAGAI SEXKRETARIS LIERANGKAP ANGGAUTA.
DENAN,

'

'

Panitya bertugas menentukan pedoman dan garis kebidjaksanaan jang
berhubungan dengan pelalisanaan penjelenggaraan Perajaan Hari-llari
Nasional serta penerimaan Hepala HNegara/Pemerintah Asing agar se-—
sala sesuatunja berlangsung dengan tertib; aman dan bermanfaat

bagi Negara.

Dalam melaksanalian tugasnja, Panitya dibantu oleh suatu Panitya
Pelalksana jang susunan dan keanggautaannja ditentultan oleh Ketuza

Panitya.

Pelaitsanaan penjelenggaraan perajaan lari-llari Hasional di Istana
Djalzarta oleh Panitya HNegara 'diserablian kepada Panitya Pelalisana,
sedangiian di Dacrah diserahlian lkepada Pemerintah Daerah jang ber-

sanglutans.

Penjelenggaraan penerimaan Kepale Negara/Pemerintah Asing di Ista-—
na Djakarta oleh Panitya legara diserahkan kepada Panitya Pelaksa-—
na, sedangiian di Daerah-2 diserahlkan kepada Panitya Daerah ber-

sangkutan jang dibentulk dan diatur oleh Pemerintah Daerah; berda-

sarkan netundjul: Panitya Negara.

Instansi-instansi Pemerintal Sinil maupun Militer diwadjibkan mem—

beriltan bantuoannja lenada Ponitya djiika diperlulan,

Panitya dalam nendjalanizan tugasnja bertangsung-—-djawab kepada Pre-—

siden,

Tata—-tjara jang menjangiout mesalah Penerimaan Tamu Negara dan Tamu

Resmni diatur dalam ketentuan tersendiri.

Keputusan ini mulai bherlalm pada hari dan tanggal ditetapkan-den—

gan tjatatan akan diadalkan perobahan bila kemudian terdapat keke-

liruan,

PETIKAN ,......
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PETIKAN : Surat Heputusan ini disampailkan kepada jang berkepen-—
tingan untulk diketahui dan dipergunalkan sebagaimana

mestinjae.
SALINAN : Surat Keputusan ini disampailan kepada :

1, PIUPINAN li.P.R.S. ;

2. PIMPINAN D.P.R.—- G.R, ;

3. PILIPINAN D P.A. 3

4, PINPINAN B.P.K. ;

5. PILPINAN MAIEANAIL AGUNG ;3

G. PARA LEHTERI KABINET PEMBANGUNAN
7. KAS HANKAM ;

8. EETUA BAKIN ;

9. PARA GUBERNUR / LEPALA DAERAH;

Ditetapkan di : D J AK AR T A,
Pada tangzal @ 3 AGUSTUS 1968,-

PRESIDEN REPUBL

{ ¥

SOLIARTO
DJENDERAL - TNI

NDONESIA,




